REPUBLIK INDONESIA

No. 301, 2018 BNP2TKI. Kelas Jabatan dan Peta Jabatan.
Perubahan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/320/M.SM.04.00/2017 tanggal 28 November
2017 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu melakukan
perubahan atas Lampiran Peraturan Kepala Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan
dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1845);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1754);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KELAS
JABATAN DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA.

Pasal I
Lampiran [ sampai dengan Lampiran X Peraturan Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan dan

Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan
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dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 260) diubah,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal I1
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal

1 Januari 2018.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN FERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG KELAS JABATAN DAN FETA

JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN

NASIONAL PENEMPATAN DAMN
PERLINDUNGAN TENAGA KER.JA
INDONESIA.

NAMA JABATAN DAN EKEELAS JABATAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL DI
LINGEUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA

No Nama Jabatan Kelas Jabatan
1 2 3
1. | Kepala Badan NG
2. | Sekretariz Utama 16
3. | Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama 15
4. | Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 12
5. I{asubbag-Penyusunan Program dan Anggarar-l I 9
G, Kasubbaé Penyusunan Pméram dan Angéa.ran 1 9
7. | Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran III 9
8. | Kepala Bagian Administrasi Kerjasama 12
9. Kasubbagjﬂdministmsi Kerjasama Dalam Negeri 9
10. I{asubbaé Administrasi Kerjasama Luar Nege-rl 9
11. | Kasubbag Tata Usaha Biro 9
12. | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan 12
13. | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan 1 g9
14. | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan II 9
15. | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan III 9
16. | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian 15
17. | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12

www.peraturan.go.id
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18. | Kasubbag Kelembagaan 9
19. Kasubbaé Tata Laksana 9
20. | Kasubbag Analisis Jabatan dan Beban Kerja 9
21. |Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan 12
Pegawai
22. | Kasubbag Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai 9
23. I{asubbaé Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai 9
24, I{asubbaé Peningkatan Kapasitas Pegawai dan 9
Administrasi Jafung
25. | Kepala Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian 12
26. | Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian 1 9
27. I(’tsubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian II 9
28. I(’tsubbag Tata Usaha Biro 9
29. | Kepala Biro Keuangan dan Umum 15
30. | Kepala Bagian Pelaksana Anggaran 12
31. | Kasubbag Pelaksana Anggaran | 9
32. Ihsubbag Pelaksana Anggamn 11 9
33. | Kepala Bagian Akutansi Pelaporan dan 12
Perbendaharaan
34. | Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan 1 9
35. | Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan 11 9
36. | Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol 12
37. | Kasubbag Protokol 9
38. | Kasubbag Tata Usaha Biro 9
39. I{asubbaé Tata Usaha Perbantuan I 9
40. | Kasubbag Tata Usaha Perbantuan II 9
41. | Kasubbag Tata Usaha Perbantuan III 9
42. Kasubbaé Tata Usaha Perbantuan IV 9
43. | Kasubbag Tata Usaha Perbantuan V 9
44. | Kepala Bagian Rumah 'I'angga dan Per1e11gk1pan 12
45. Ihsubbag ‘Rumah Tangga 9
46. I{’{subbag Perlengkqpan 9
47. | Kepala Biro Hukum dan Humas 15
48. |Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang- 12
undangan
49, [Kasubbag Perancangan  Peraturan  Perundang- 9
undangan
50. | Kasubbag Perancangan Naskah Kerjasama 9
51. Kasubbaé Tata Usaha Biro 9
52. | Kepala Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum 12
53. | Kasubbag Penyuluhan dan Konsultasi Hukum 9
54. I{asubbaé Bantuan Hukum 9
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535. | Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum 9
56. | Kepala El-ag'j an Hubungan Masyarakat 12
57. | Kasubbag Kerja Sama Antar Lembaga 9
58. | Kasubbag Pendapat Umum dan Pemberitaan 9
59. I{asubbaé Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan 9
60. | Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi 16
61. | Direktur Kerjasama Luar Negeri 13
62. | Kasubdit Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan 12
Amerika
63. | Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama 9
64. | Kasi Evaluasi Kerja Sama 9
65. | Kasubdit Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan 12
Organisasi Internasional
66. | Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama 9
67. | Kasi Evaluasi Kerja Sama 9
68. | Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Timur 12
Tengah
69. | Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama 9
70. | Kasi Evaluasi Kerja Sama 9
71. | Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I 15
72. | Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri 12
73. | Kasi Pemetaan Potensi Penawaran 9
74. | Kasi Pemetaan Potensi Permintaan 9
73. | Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar 12
Negeri
76. | Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan 9
77. | Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan 9
78. | Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar 12
Negeri
79. | Kasi Harmonisasi Pelatihan 9
80. | Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi 9
81. | Direktur Pemeteaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN II 15
82. | Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri 12
83. | Kasi Pemetaan Potensi Penawaran B 9
&4. | Kasi Pemetaan Potensi Permintaan 9
83. | Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar 12
MNegeri
86. | Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan 9
87. | Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan 9
88. | Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar 12
Negeri
89. | Kasi Harmonisasi Pelatihan 9
90. | Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi 9
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91. | Direktur Promosi 15
92. | Kasubdit Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika 12
93. | Kasi Kawasan Asia Pasifik 9
94. | Kasi Kawasan Amerika 9
95. | Kasubdit Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan 12
Eropa
96. | Kasi Kawasan Timur Tengah 9
97. | Kasi Kawasan Afrika dan Eropa 9
98. | Kasubdit Monitoring dan Evaluasi 12
99. | Kasi Monitoring 9
100. | Kasi Evaluasi g
101. | Deputi Bidang Penempatan 16
102. | Direktur Ke-r_iasama dan Verifikasi Penyiapan 15
Dokumen
103. | Kasubdit Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian 12
104. | Kasi Dokumen Visa Kerja B 9
105. | Kasi Dokumen Keimigrasian 9
106. | Kasubdit Dokumen  Kesehatan, Psikologi dan 12
Administrasi Kependudukan
107. | Kasi Dokumen Kesehatan dan Psikologi 9
108. | Kasi Dokumen Administrasi Kependudukan 9
109. | Kasubdit Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan 12
Dokumen Penempatan Lainnya
110. | Kasi Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dok 9
111. | Kasi Dokumen Penempatan Lainnya 9
112, | Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan 15
113. | Kasubdit Sosialisasi 12
114. | Kasi Penyiapan Bahan dan Disain Sosialisasi 9
115. | Kasi Pelaksanaan Sosialisasi 9
116. | Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi 12
117. | Kasi Monitoring Sosialisasi 9
118. | Kasi Evaluasi Sosialisasi 9
119. | Kasubdit Kelembagaan Penempatan 12
120. | Kasi Kelembagaan Penempatan 9
121. | Kasi Kelembagaan Pendukung Penempatan 9
122, | Direktur Penjﬁapan dan Pembekalan Pemberangkatan 15
123. | Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan B 12
124. | Kasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika g9
125. | Kasi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa 9
126. | Kasubdit Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan 12
Fasilitasi Pembiayaan
127. | Kasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan 9
128. | Kasi Fasilitasi Pembiayaan 9
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129. | Kasubdit Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri 12

130. | Kasi Fasilitasi PeraF:gka.t Kartu Tenaga Kerja Luar 9
Negeri

131. | Kasi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar 9
Negeri

132. | Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah 15

133. | Kasubdit Penyiapan Penempatan 12

134. | Kasi Penempatan Antar Pemerintah 9

135. | Kasi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum 9

136. | Kasubdit Kerjasama Antar Instansi 12

137. | Kasi Kerjasama Seltoral 9

138. | Kasi Kerjasama Daerah 9

139. | Kasubdit Pelaksanaan Penempatan 12

140. | Kasi Pendataan 9

141. | Kasi Pemberangkatan 9

142, | Deputi Bidang Perlindungan 16

143, | Direktur Pelayanan Pengaduan 15

144, | Kasubdit Pendaftaran dan Informasi Pengaduan 12

145. | Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan 9
Asia Pasifik dan Amerika

146. | Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan 9
Timur Tengah, Afrika dan Eropa

147. | Kasubdit Analisis Pengaduan 12

148. | Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan 9
Amerika

149. | Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Timur Tengah, 9
Afrika dan Eropa

150. | Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Pengaduan 12

151. | Kasi Monitoring 9

152. | Kasi Evaluasi 9

153. | Direktur Mediasi dan Advokasi 15

154. | Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik 12
dan Amerika

155. | Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga 9
Perlindungan

156. | Kasi Litigasi dan Non Litigasi 9

157. | Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Timur 12
Tengah

158. | Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga 9
Perlindungan

159. | Kasi Litigasi dan Non Litigasi 9

160. | Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Afrika dan 12
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Eropa
161. | Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga 9

Perlindungan
162, | Kasi Litjga-si dan Non Litigasi 9
163. | Direktur Pemberdayaan 15
164. | Kasubdit Kerja Sama Antar Lembaga 12
165. | Kasi Kerja Sama Lembaga Keuangan dan Remitansi 9
166. | Kasi Kerja Sama Lembaga Non Keuangan 9
167. | Kasubdit Pelayanan Kepulangan 12
168. | Kasi Pendataan 9
169. | Kasi Kerjasama Debarkasi 9
170. | Kasubdit Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna 12
171. | Kasi Fasilitasi g9
172. | Kasi Rehabilitasi 9
173. | Direktur Pengamanan dan Pengawasan 13
174. | Kasubdit Pengamanan 12
175. | Kasi Fengama-nan Keberangkatan 9
176. | Kasi Pengamanan I(epu]anﬁan 9
177. | Kasubdit Pengawasan 12
175. | Kasi Pengawasan Keberangkatan 9
179. | Kasi Pengawasan Kepulangan 9
180. | Kasubdit Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 12
181. | Kasi Penyidikan 9
1582. | Kasi Penindakan g9
183. | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi 15
184, | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 12
185. | Kepala Sub E!]Tdang Litbang Kerjasj:mm dan Promosi 9
186. | Kepala Sub E!ju:lané Penem}mtan dan Perlindungan 9
1587. | Kepala Bidang Sistem Informasi 12
1588. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi 9
1589. | Kepala Sub E!ju:lané Pemeliharaan Sistem Informasi 9
190. | Kepala Bidang Pengolahan dan Penyajian Data 12
191. | Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 9
192. | Kepala Sub Bidang Penyajian Data 9
193. | Kepala Sub Eagizm Tata Usaha Pusat Litbang dan 9

Informasi
194, | Inspektur 15
195. | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 9
196. | Kepala BP3TKI 13
197. | Kasubbag Tata Usaha BP3TKI 9
1958. | Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI 9
199. | Kasi Penylapan Penempatan BP3TKI 9
200. | Kasi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program 9
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BP3TKI
201. | Kepala LP3TKI 10
202. | Kepala Urusan Tata Usaha LP3TKI B

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGEUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA
No Nama Jabatan Fungsional Kelas Jabatan
1 2 3
1. | Analis Kepegawaian Ahli Madya 11
2. | Arsiparis Ahli Madya 11
3. | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 11
4. | Auditor Kepegawaian Ahli Madya 11
5. | Auditor Ahli Madya 11
6. | Peneliti Ahli Madya 11
7. | Pengantar Kerja Ahli Madya 11
8. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 11
9. | Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli 11
Madya

10. | Perencana Ahli Madya 11
11. | Pranata Humas Ahli Madya 11
12. | Pranata Komputer Ahli Madya 11

13. | Analis Kepegawaian Ahli Muda
14, | Arsiparis Ahli Muda

15. | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

16. | Auditor Kepegawaian Ahli Muda

17. | Auditor Ahli Muda
18. | Peneliti Ahli Muda

19. | Pengantar Kerja Ahli Muda

(¥l YN RY. ] RY- N EY.J BT Y. Y]

20. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

21. | Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli 9
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Muda
22. | Perencana Ahli Muda 9
23. | Pranata Humas Ahli Muda 9
24, | Pranata Komputer Ahli Muda 9
25. | Analis Kepegawaian Penyelia 8
26. | Analis Kepegawaian Ahli Pertama B
27. | Arsiparis Ahli Pertama B
28. | Arsiparis Penyelia 8
29. | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli B

Pertama
30. | Auditor Kepegawaian Ahli Pertama 8
31. | Auditor Ahli Pertama 8
32. | Peneliti Ahli Pertama 8
33. | Pengantar Kerja Ahli Pertama 8
34. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8
35. | Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli B

Pertama
36. | Perencana Ahli Pertama 8
37. | Pranata Humas Ahli Pertama 8
38. | Pranata Komputer Ahli Pertama B
39. | Koordinator B
40. | Pranata Kmputer Penyelia 7
41. | Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7
42. | Analis Hukum 7
43. | Analis Jabatan 7
44. | Analis Kelembagaan 7
435. | Analis Kepegawaian Mahir 7
46. | Analis Kerja sama 7
47. | Analis Ketatalaksanaan 7
48. | Analis Kinerja 7
49, | Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum 7
50. | Analis Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga 7
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Kerja Indonesia
51. | Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan 7
Peraturan Perundang-undangan
532. | Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM 7
53. | Analis Penelitian dan Pengembangan 7
54. | Analis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 7
33. | Analis Pengembangan SDM 7
S6. | Analis Perencanaan T
57. | Analis Perencanaan SDM Aparatur 7
58. | Analis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 7
Indonesia
59. | Analis Promosi dan Kerja sama Luar Negeri 7
60. | Analis Publikasi 7
61. | Analis Rancangan Naskah Perjanjian 7
62. | Analis Sistermn Informasi 7
63. | Arsiparis Mahir 7
64. | Bendahara 7
635. | Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS) T
66. | Penelaah Perjanjian dan Informasi Hukum 7
67. | Pengelola Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program 7
TKI
68. | Pengelola Penempatan TKI 7
69. | Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI 7
70. | Penyusun Berita dan Pendapat Umum 7
71. | Penyusun Laporan Keuangan 7
72. | Penyusun Naskah Rapat Pimpinan 7
73. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7
74. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan T
Perlengkapan
73. | Penyusun Rencana Keuangan 7
76. | Penyusun Rencana Mutasi
77. | Pranata Komputer Mahir 7




-15-

2018, No. 301

T8. | Analis Kepegawaian Terampil 6
79. | Arsiparis Terampil 6
80. | Pranata Laporan Keuangan G
81. | Pengelola Dokumentasi 6
82. | Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 6
83. | Pengelola Ketatausahaan 6
84. | Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana G
835. | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 6
86. | Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit 6
87. | Pengolah Data 6
88. | Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem 6
Keuangan
89. | Pranata Komputer Terampil 6
90. | Verifikator Keuangan 6
91. | Pengadministrasi Kepegawaian 3
92. | Pengadministrasi Umum 3
93. | Petugas Protokol 3

KEPALA

BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

NILAI JABATAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

Nama
Jabatan
Struktural

Kelas
Jabatan

Nilai
Jabatan

Faktor 1
Ruang
Linglkup
+
Dampak
{1-5)

Faktor 2 Hubungan Personal Faktor 6
Pengaturan
Organisasi

(1-3)

Faktor 3 Paktos 4 Faktor 5

Wewenang Kesulitan
Penyeliaan + Pengarahan
Manajerial (1-4) Hub. Pekerjaan

(1-3) (1-4) (1-8)

Sifat Hub. | Tujuan Kondisi
Lain
(1-6)

2

]

3] 7 8 9 10 11

[epala Badan

Bekretaris
[Utama

350 3 900 3 75 3 100 4 305 5

1.235

[Kepala Biro
[Perencanaan
dan
Administrasi

[Kerjasama

%]

[Kepala Bagian
[Penyusunan
Program dan

Anggaran

100 2 775 3 75 2 75 3 340 2

[Kasubbag
[Penyusunan
[Program dan

Anggaran I

100 1 450 1 a5 1 30 3 340 1

310

[Kasubbag
[Penyusunan
[Program dan
ngearan 11

100 1 450 1 25 1 30 3 340 1

310

[Kasubbag
[Penyusunan
Program dan
Anggaran M1

100 1 450 1 25 1 30 3 340 1

310

[Kepala Bagian
fudministrasi
[Kerjasama

i
~J
w

[Kasubbag

100 1 450 1 25 1 30 3 340 1

310
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tidministrasi
[Kerjasama
[Dalam Negeri

[Kasubbag
tidministrasi
[Kerjasama
[Luar Negeri

a0

340

310

[Kasubbag
[Tata Usaha
[Biro

50

a0

340

310

Bagi
[Evaluasi
[Pelaporan

dan

100

%]

340

[}

w
=1
[

[kasubbag
[Evaluasi dan
[Pelaporan [

30

340

310

[Kasubbag
[Evaluasi
[Pelaporan II

dan

100

30

340

310

[Kasubbag
[Evaluasi dan
[Pelaporan I

100

30

340

310

16.

[Kepegawais

3.165

%]

a00

5]

340

[Kepala Bagian

[Drganisasi

100

%]

5]

340

[¥]

w
<1
o

an Tata

[Laksana

[Kasubbag

[Kclembagaan

1.430

30

340

310

[Kasubbag
[Tata Laksana

1.430

100

30

340

310

[Kasubbag
tAnalisis
Habatan dan
[Beban Kerja

1.430

100

30

340

310

[Kepa :
[Perencanaan
Han
[Pengembanga

100

%]

340

b

w
=1
o

5
5]

[Kasubbag
[Disiplin dan
[Kesejahteraan

1.430

30

340

310

[Perencan
[Kebutuhs
Han
[Pegawai

Karir

1.430

20

340

310

1.430

100

30

340

310
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[Pegawai dan
(idministrasi
Hafung

[Kepala Bagi
pMutasi

nformasi
[Kepeg:

100

%]

340

b

w
=1
w

cEawals
[Kasubbag
Mutasi dan
nformasi

1.430

100

30

340

310

Mutasi dan
nformasi

1.430

100

30

340

310

[Kasubbag
[Tata Usaha

|Biro

50

30

340

310

[Kepala Biro
[Kcuangan dan
[Umum

3.165

%]

a00

5]

340

[Kepala Bagian
[Pelaksana
Anggaran

100

%]

340

b

[Kasubbag
[Pelaksana
nggaran [

1,430

30

340

310

[Kasubbag

1,430

100

30

340

310

o

Bagian
Akutansi
[Pelaporan dan
[Perbendahara
lan

100

%]

5]

340

b

w
=1
w

[Kasubbag
JAkutansi,
[Pelaporan dan
[Perbendahara
anl

1,430

100

30

340

310

[Kasubbag
Akutansi,

[Pelaporan dan
[Perbendahara

1,430

100

30

340

310

36.

pn 1l

[Protokol

100

%]

5]

340

[}

w
=1
[

[Kasubbag
[Protokol

100

30

340

310

[Kasubbag
[Tata Usaha

|Biro

100

50

30

340

310

[Kasubbag
[Tata Usaha
[Perbantuan 1

100

50

30

340

310

40.

[Kasubbag
[Tata Usaha

100

50

30

340

310
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[Perbantuan 11

[Kasubbag 9 1,455 1 175 1 100 1 450 2 S50 1 30 3 340 1 310
[Tata Usaha
[Perbantuan 111
[Kasubbag o9 1,455 1 175 1 100 1 450 2 S50 1 30 3 340 1 310

[Tata Usaha
[Perbantuan IV

[Kasubbag o 1,455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 20 3 340 1 310
[Tata Usaha
[Perbantuan

12 2,115 1 173 1 100 2 775 3 73 2 73 3 340 2 375
[Tangga dan
[Perlengkapan
[Kasubbag 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Rumah
[Tangga
[Kasubbag 9 1,430 1 173 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Perlengkapan
[Kepala Biro 15 3,165 3 550 2 250 3 o900 3 75 2 75 3 340 3 975
[Hukum dan
[Humas
[Kepala Bagian 12 2,115 1 175 1 100 2 T75 3 75 2 75 3 340 2 375

[Perancan;
[Peraturan

[Perundang-
inda 2!

[Kasubbag o 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 20 3 340 1 310
g

[Perancan
[Peratur:
[Perundang-

mdang;

[Kasubb;
[Perancan
Naskah

[Kerjasama

] 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

[Kasubbag 9 1,455 1 175 1 100 1 450 2 S50 1 30 3 340 1 310
[Tata Usaha

[Bir

w
=]

[Kepala Bagian 12 2,115 1 175 1 100
[Konsultasi
fdan Bantuan
[Hukum

%]
-
-1
w
w
~
o
5]
-
w
w

340

[}
w
=1
[

[Kasubbag 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Penyuluhan
an
[Konsultasi
[Hukum

[Kasubbag 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Bantuan
[Hukum

o
]

[Kasubbag 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pokumentasi
Han Informasi
[Hukum

[Kepala Bagian 12 2,115 1 175 1 100
[Hubungan
Masyarakat

%]
-
-1
w
w
~
o
5]
-
w
w

340

b
o
=1
w




2018, No. 301

-20-

1)
=

[Kasubbag
[Kerja  Sama
(Antar
[Lembaga

1,430

30

340

310

[Kasubbag
[Pendapat
[Umum dan
[Pemberitaan

1,430

100

30

340

310

[Kasubbag
[Publikasi,
[Dokumentasi
Han
[Perpustakaan

1,430

100

30

340

310

60,

[Deputi Bidang
[Kerja  Sama
[Luar Negeri
fan Promosi

3,930

-
)
w

350

a00

3035

61.

IDircktur Kerja
Fama Luar

Negeri

3,165

5

900

5]

340

[Kasubdit

[Kerjs Sama
[Kawasan Asia
[Pasifik dan
pamerika

100

%]

340

b

63,

[Kasi
[Penyiapan
[Naskah Kerja

1,430

20

340

310

ma

[Kasi Evaluasi
[Kerja Sama

20

340

[Kasubdit

[Kerja Sama

[Kawasan

[Eropa dan

tAfrika dan

IOrganisasi
niernasional

100

%]

5]

340

b

[Kasi
[Penyiapan
Naskah Kecrja
FSama

1,430

100

30

340

310

[Kasi Evaluasi
[Kerja Sama

100

30

340

68.

[Kasubdit

[Kerja Sama
[Luar Negeri
[Kawasan
[Timur Tengah

1

340

[¥]

69,

[Kasi
[Penyiapan
Naskah Kerja
Bama

1,430

100

30

340

310

T0.

[Kasi Eva
[Kerja Sama

1851

1,430

30

340

71.

[Direlctur
[Pemetaan dan
Harmonisasi

3,165

5

900

5]

340
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[Kualitas TKLN

[asubdit
[Pemetaan
[Potensi

[Ten Kerja
[Luar Negeri

5

340

[¥]

w
<1
o

73.

[Kasi Pemetaan
[Potensi
[Penawaran

1,430

100

30

340

310

T4,

[Kasi Pemetaan
[Potensi
[Permintaan

1,430

100

30

340

310

[Kasubdit
fAnalisis  dan
[Kctcrpaduan
[Tena Kerja
[Luar Negeri

100

%]

5]

340

b

w
=1
w

[Kasi Analisis
[Penawaran
an
[Permintaan

1,430

100

30

340

310

[Kasi
[Keterpaduan
[Penawaran
Han

[Permintaan

1,430

100

30

340

310

7a.

[Kasubdit
[Harmonisasi
[Kompetensi
[Tens Kerja
[Luar Negeri

100

%]

5]

340

b

w
=1
w

Ta

[Kasi
[Harmonisasi
[Pelatihan

1,430

a0

340

310

80.

[Kasi
[Harmonisasi
[ii
[Kompectenai

1,430

100

30

340

310

81.

[Direktur
[Pemetaan dan
[Harmonisasi
[Kualitas TKLN
1

3,165

%]

a00

340

[Kasubdit
[Pemetaan
[Potensi

[Tena Kerja
[Luar Negeri

100

%]

340

b

w
=1
w

83.

[asi Pemetaan
[Potensi
[Penawaran

1,430

30

340

310

84,

[Kasi Pemetaan
[Potensi

[Permintaan

1,430

100

30

340

310
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[asubdit
fAnalisis  dan
[Keterpaduan
Tenaga Kerja
[Luar Negeri

340

[¥]

o
=1
[

[Kasi Analisis
[Penawaran
an
[Permintaan

25

a0

340

310

[Kasi
[Keterpaduan
[Penawaran
Han
[Permintaan

100

25

30

340

310

88,

[Kasubdit
[Harmonisasi
[Kompetensi
[Tenaga Kerja
[Luar Negeri

100

5]

340

b

w
=1
w

89.

[fasi
[Harmonisasi
[Pelatihan

25

30

340

310

a0.

[Kasi
[Harmonisasi
Ui
[Kompetensi

100

25

30

340

310

[Direktur
[Promosi

%]

5]

340

[Kasubdit
[Promosi

[Kawasan Asia

5]

340

[¥]

[Pasifik dan
fAmerika

[Kasi Kawasan
WAsia Pasifik

100

25

30

340

310

[lasi Kawasan
Amerika

25

30

340

310

[Kasubdit
[Promosi
[lawasan
[Timur Tengah,
(Afrika dan
[Eropa

100

5]

340

b

w
=1
w

96.

[Kasi Kawasan
[Fimur Tengah

1,430

25

30

340

310

a7.

[Kasi Kawasan
tAfrika dan
[Eropa

1,430

100

25

30

340

310

a8,

[Kasubdit
Monitoring
Han Evaluasi

100

5]

340

b

a9,

[Kasi
Monitoring

1,430

100

30

340

100.

[Kasi Evaluasi

1,430

100

30

340

101.

[Deputi Bidang
[Penempatan

3,930

350

a00

100

2035

102.

[Dirclktur
[Kerjasama
dan Verifikasi

3,165

5]

900

340
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[Penyiapan
[Dokumen

103. [Kasubdit 12 2,115 1 173 1 100 2 775 3 73 2 73 3 340
[Dolumen Visa
[Kerja dan
[Keimigrasian

[¥]
o
=1
[

104. [Kasi Dokumen B 1,430 | 1| 175 1 00 1 350 1 25 1 30 3 340 1 310
fisa Kerja

105. [Kasi Dokumen 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Keimigrasian

106. [Kasubdit 12 2,115 1 173 1 100 2 775 3 73 2 73 3 340 2 375
[Doloumen
[Keschatan,
[Psikologi dan
fidministrasi
[Kependudukan

107. [Kasi Dokumen o9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Kesehatan
ian Psikologi

108. [Kasi Dokumen 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
fidministrasi
[Kependudukan

109. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 T75 3 75
[Pokumen
[Sertifikasi
[Kompetensi
fdan Dokumen
[Penempatan
[Lainnya

5]
-
w
w

340

b
o
=1
w

110. [Kasi Dokumen 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Sertifikasi
[Kompetensi
dan Dokumen

111. [Kasi Dokumen 9 1,430 [ 1] 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pencmpatan
LLainnya

112. [Direktur 15 3,165 3 550 2 250 3 o900 3 75 2 75 3 340 3 975
[Fosialisasi
Han
[Kelembagaan
[Penempatan

113. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340
[Bosialisasi

b
o
=1
o

114. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Penyiapan
[Bahan dan
[Dizain
[Bosialisasi

115. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pelaksa
Sosialisasi

5]
-
w
w

340

b
o
=1
w

116. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 T75 3 75
Monitoring
Han Ewvaluasi
[Bosialisasi

117. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
Monitoring

Bosialisasi
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118. |[Kasi Evaluasi o 1,430 173 1 100 4350 23 1 30 340 310
[Sosialisasi

119. [Kasubdit 12 2,115 175 1 100 T75 75 2 75 340 375
[Kelembagaan
[Pencmpatan

120. [Kasi 9 1,430 175 1 100 450 25 1 20 340 310
[Kelembagaan
[Penempatan

121. [Kasi o 1,430 173 1 100 4350 23 1 30 340 310
[Kelembagaan
[Pendukung
[Penempatan

122, |Dircktur 15 3,165 350 2 250 900 75 2 73 340 975
[Penyiapan dan
[Pembekalan
[Pemberangkatan

123. [Kasubdit 12 2,115 175 1 100 T75 75 2 75 340 375
[Penyiapan
[Pemberangkat
pn

124. [Kasi Kawasan 9 1,430 175 1 100 450 25 1 30 340 310
tAsia Pasifik
Han Amerika

125. |[Kasi Kawasan =] 1,430 175 1 100 450 25 1 20 340 310
[Timur Tengah,
tAfrika dan
[Eropa

126. [Kasubdit 12 2,115 175 1 100 775 75 2 75 340 375
[Pembekalan
(Akhir
[Pemberangkat
fan dan
[Fasilitasi
[Pembiayaan

127. [Kasi 9 1,430 175 1 100 450 25 1 30 340 310
[Pembekalan
fAkhir
[Pemberangkat
n

128. [Kasi Fasilitasi 9 1,430 175 1 100 450 25 1 30 340 310
[Pcmbi an

129 [Kasubdit 12 2,115 175 1 100 775 75 2 75 340 375
[Kartu Tenaga
[Kerja Luar
MNegeri

130. [Kasi Fasilitasi 9 1,430 175 1 100 450 25 1 30 340 310
[Perangkat
[Kartu Tenaga
[Kerja Luar
MNegeri

121. [Kasi 9 1,430 175 1 100 450 25 1 30 340 310
Monitoring
[Pelaksanaan
[Kartu Tenaga
[Kerja Luar
[Megeri

132, [Direktur 15 3,165 550 2 250 o900 75 2 75 340 973
[Pelayanan
[Penempatan
[Pemerintah

133. [Kasubdit 12 2,115 175 1 100 T75 75 2 75 340 375
[Penyiapan
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[Pecnempatan

134, [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Penempatan
fAntar

[Pemerintah

135. [Kasi o9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pencmpatan
[Pemerintah
an Badan
Hukum

136. [Kasubdit 12 2,115 1 173 1 100 2 775 3 73 2 73 3 340 2 375
[Kerjasama
Antar Instansi

137. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Kcrjasama
[Sektoral

138. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Kerjasama
[Dacrah

139. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100
[Pelaksa: n
[Penempatan

%]
-
-1
w
w
~
o
5]
-
w
w

340

[}
w
=1
[

9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 a0 3 340 1 310

9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pemberangkat
pn

142, Deputi Bidang 16 3,930 4 775 3 350 3 o900 3 75 3 100 4 305 3 1,223
[Perlindungan

5]
-
w
)

143. |Direktur 15 3,165 3] 550 2 250 3 a00 3 75 340 3 975

[Pclavanan

[Pengaduan

144, [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100
[Pendaftaran
fdan Informasi

[Pengaduan

%]
-
-1
w
w
~
o
5]
-
w
w

340

b
o
=1
w

145. [Kasi o9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pendaftaran
fdan Informasi
[Pengaduan
[Kawasan Asia
[Pasifik dan
Wmerika

146. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pendaftaran
Han Informasi
[Pengaduan
[Kawasan
[Timur Tengah,

(Afrika dan
[Eropa
147. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 T75 3 75 2 75 3 340 2 375
(Analisis
[Pengaduan
148. [Kasi Analisis 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pengaduan
[lawasan Asia
[Pasifik dan
Pmerika
149. [Kasi Analisis 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

[Pengaduan
Kawasan
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[Timur Tengah,
(Afrika dan
[Eropa
150. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 T75 3 75 2 75 3 340 2 375
Monitoring
dan Ewvaluasi
[Pengaduan
151. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Monitoring
152. [Kasi Evaluasi =) 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
153. [Direktur 15 3,165 3 550 2 250 3 o900 3 75 2 75 3 340 3 975
Mediasi dan
Advokasi
154. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 T75 3 75 2 75 3 340 2 375
Mediasi dan
dvokasi
[Kawasan Asia
[Pasifik dan
Pmerika
155. [Kasi =] 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 a0 3 340 1 310
[Btandarisasi
[Barana dan
[Kerjasama
[Lembaga
Perlindungan
156. [Kasi Li 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
Han
[Litigasi
157. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 T75 3 75 2 75 3 340 2 375
Mediasi _dan
(udvokasi
[Kawasan
[Timur Tengah
158. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Standarisasi
[Barana dan
[Kerjasama
[Lembaga
[Perlindungan
159. [Kasi Litigasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
an Non
[Litigasi
160. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 375
Mediasi dan
fdvokasi
[Kawasan
(Afrika dan
[Eropa
161. |[Kasi o 1,430 1 173 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Btandarisasi
[Barana dan
[Kerjasama
[Lembaga
[Perlindungan
162. [Kasi Litigasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
an Non
[Lit i
163. |Direktur 15 3,165 2 550 2 250 3 Q00 2 75 2 75 3 340 3 975
[Pemberdayaan
164. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 375
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[Kerja Sama
fAntar
[Lembaga

165. |[Kasi Kerja =) 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

a
ngan dan
[Remitansi

166. [Kasi Kerja ] 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

[Keuangan

167. [Kasubdit 12 2,115 | 1] 175 1 100
Pclayanan

[Kepulangan

%]
-
-1
w
w
~
o
5]
-
w
w

340

b
o
=1
o

168. [Kasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pendataan

169. =] 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 a0 3 340 1 310

170. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100
[Fasilitasi dan
[Rehabil i
[TKI Purna

%]
-
-1
w
w
~
o
5]
-
w
w

340

b
o
=1
o

171. [Kasi Fasilitasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

172. [Kasi o 1,430 1 173 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Rehabilitasi

173. [Direktur 15 3,165 3 550 2 250 3 o900 3 75 2 75 3 340 3 973
[Pengamanan
Han

[Pecngawasan

174. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100
[Pengamanan

%]
-
-1
w
w
~
o
5]
-
w
w

340

b
o
=1
w

175. [Kasi 9 1,430 | 1] 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pen, gamanan
[Keberangkatan

176. [Kasi 9 1,430 [ 1] 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
PCI]S{\THL‘HGI)
[Kcpulangan

177. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100
[Pengawasan

%]
-
-1
w
w
~
o
5]
-
w
w

340

[}
w
=1
[

178. [Kasi o 1,430 1 173 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Pengawasan
[Keberangkatan

179. [Kasi =] 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 20 3 340 1 310
[Pengawasan
[Kepulangan

180. [Kasubdit 12 2,115 1 175 1 100 2 775 2 75 2 75 3 340 2 375
[Pemberdayaan
[Penyidik
[Pegawai
[Negeri Sipil

181. [Kasi o9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Penyidikan

182. [Kasi o 1,430 1 173 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310
[Penindakan
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[Kepala Pusat

[Penelitian dan

[Pengembangan
nformasi

3,165

K

b
1
[=]

900

340

184.

[Kepala Bidang
[Penelitian dan

[Pengembangan

100

5]

340

[¥]

185.

[Kepala Sub
[Bidang
[Litbang
[Kerjasama
dan Promosi

1,430

100

25

30

340

310

[kepala  Sub
[Bidang
[Penempatan
Han
[Perlindungan

1,430

25

20

340

310

187.

[Kepala Bidang
[Sistem
nformasi

100

5]

340

b

w
=1
w

188.

[Kepala Sub
[Bidang
[Pengembangan
[Bistem
nformasi

1,430

100

25

30

340

310

189.

[Kepala Sub
[Bidang
[Pemeliharaan

[Bistem

1,430

100

25

30

340

310

nformasi

[Kepala Bidang
[Pengolahan
Han Penyajian
[Data

340

[¥]

4]
<1
o

[Kepala  Sub
[Bidang
[Pengolahan
[Data

1,430

25

20

340

310

192

[Kepala  Sub
[Bidang
[Penyajian
[Cata

1,430

25

a0

340

310

193

[Kepala  Sub
[Bagian Tata
[Usaha Pusat
LLitbang dan
nformasi

50

a0

340

310

194,

nspektur

%]

100

2035

195.

[kcpala  Sub
[Bagian Tata
[Usaha

nspcktorat

30

340

liKcpala
P3TKI

5]

305

[¥]

197.

asubbag
ata Usaha
P3TKI

50

30

340

193,

asi
erlindungan

1,430

100

25

30

340

310
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an
[Pemberdayaan
[BP3TKI

. [Kasi ] 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

[Penyiapan
[Pencmpatan
[BP3TKI

. [Kasi ] 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

[Kclcmbagaan
Han

[Pemasyarakat
fan Program

[BPaTKI
. [Kepala LP3TKI 10 1,765 | 1] 175 1 100 1 450 | 2 50 2 | 75 3 340 | 2 | 575
. [Kepala 8 1,205 | 1] 175 1 100 1 450 1 L 1 30 2 205 | 1 | 310
[Urusan  Tata E
[Usaha LP3TKI
P
KEPALA

BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN
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LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

NILAI JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

8L Fakior 1 Fakior2 | Faktor3 | Fakors | FakorS | Faktor6 | Faklor7 | Fakor [ g0
NO. | Nama Jabatan Fungsional Unit Organisasi | -, Pedoman i R,L.':‘:‘;&‘ b [ | Towi | ey
(ln 9 19 9 (16] (14 14 3y | Keiel
1 2 3 4 5 [ 1 8 9 10 1 12 13 14
1. Analis Biro Organisasi 11 1,935 5 750 3 275 4 450 4 255 3
Kepegawaian Ahli | dan
Madya Kepegawaian
2. Arsiparis Ahli Biro Hukum 11 1,935 5 750 3 275 4 450 4 255 3
Madya dan Humas
3. Assessor Sumber | Biro Organisasi 11 1,935 3 750 3 273 4 450 4 235 3
Daya Manusia dan
Aparatur Ahli Kepegawaian
Madya
4. Auditor Inspektorat 11 1,935 3 750 3 273 4 450 4 33 3
Kepegawaian Ahli
5. | Auditor Ahli Inspektorat 11 1,935 5 750 3 275 4 450 4 255 3
Madya
6. Peneliti Ahli Pusat 11 1,935 5 750 3 275 4 450 4 255 3
Madvya Penelitian,
Pengembangan
dan Informasi
7. Pengantar Kerja BP3TKI 11 1,935 5 750 3 275 4 450 4 255 3
Ahli Madya Bandung/
BP3TKI Scrang/
BP3TKI
Semarang,
BP3TKI
Mataram /Dit.
Promosi/ Dit.
Pemetaan dan
Harmonisasi
Kualitas Tenaga
Kerja Luar
Negeril/ Dit.
Pemetaan dan
Harmonisasi
Kualitas Tcnaga
Kerja Luar
Negeri 11/ Dit.

www.peraturan.go.id
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Sosialisasi dan
Kelembagaan
Pencmpatan /
Dit. Penyiapan
dan Pembekalan
Pemberangkatan
/Dit_ Pelayanan
Penempatan
Pemerintah/ Dit.
Kerjasama dan
Verifikasi
Penyiapan
Dokumen/ Dit.
Pelayanan
Pengaduan/ Dit.
Mediasi dan
Advokasi/ Dit
Pemberdayaan

8. Pcngelola Biro Keuangan 11 1,935 5 750 3 275 4 450 255 3
Pengadaan dan Umum
Barang/Jasa Ahli
Madvya
9. Perancang Biro Hukum 11 1,935 5 750 3 275 4 450 255 3
Peraturan dan Hubungan
Perundang - Masyarakat
Undangan Ahli
Madvya
10. | Perencana Ahli Biro 11 1,935 3 750 3 275 4 450 235 3
Madya Perencanaar
dan
Administrasi
Kerja sama
11 Pranata Humas Biro Hukum 11 1,935 5 T50 3 275 4 450 255 3
Ahli Madya dan Hubungan
Masyarakat
12. | Pranata Pusat Penclitian 11 1,935 3 750 3 273 4 450 255 3
Komputer Ahli Pengembangan
Madya dan Informasi
13. | Analis Biro Organisasi 9 1,505 5 750 3 275 2 125 150 3
Kepegawaian Ahli | dan
Muda Kepegawaian
14. | Arsiparis Ahli Biro Hukum 9 1,505 5 750 3 275 2 125 150 3
Muda dan Hubungan
Masyarakat
15. | Assessor Sumber | Biro Organisasi 9 1,505 5 750 3 275 2 125 150 3
Daya Manusia dan
Aparatur Ahli Kepegawaian
Muda
16. | Auditor Inspektorat 9 1,505 5 750 3 275 2 125 150 3
Kepegawaian Ahli
Muda
17 Auditor Ahli Inspcktorat 9 1,505 5 750 3 275 2 125 150 3
Muda
18. | Peneliti Ahli Pusat 9 1,505 5 750 3 275 2 125 150 3
Muda Penelitian,
Pengembangan
dan Informasi
19. | Pengantar Kerja BP3TKI/LP3TKI 9 1,505 5 750 3 275 2 125 150 3
Ahli Muda
20. | Pcngclola Biro Kcuangan 9 1.505 5 750 3 275 2 125 150 3
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Pengadaan dan Umum
Barang/Jasa Ahli
Muda
21. | Perancang Biro Hukum 1,505 5 750 3 275 2 125 3 150 3
Peraturan dan Hubungan
Perundang - Masyarakat
Undangan Ahli
Muda
22 Pcrencana Ahli Biro 1,505 3 750 3 273 2 125 3 150 3
Muda Perencanaan
dan
Administrasi
Kerja sama
23. | Pranata Humas Biro Hukum 1,505 3 750 3 275 2 125 3 150 3
Ahli Muda dan Hubungan
Masyarakat
24, | Pranata Pusat 1,505 5 750 3 275 2 125 3 150 3
Komputer Ahli Penelitian,
Muda Pengembangan
dan Informasi
25. | Analis Biro Organisasi 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Kepegawaian dan
Penyelia Kepegawaian
26. | Analis Biro Organisasi 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Kepegawaian Ahli | dan
Pertama Kepegawaian
27 Arsiparis Ahli Biro Keuangan 1,140 3 750 2 125 2 125 2 75 1
Pertama dan Umum
28. | Arsiparis Biro Keuangan 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Penyelia dan
Umum/BP3TKI
SLP3TKI
29. | Assessor Sumber | Biro Organisasi 1,140 5 750 2 125 2 125 2 T3 1
Daya Manusia dan
Aparatur Ahli Kepegawaian
Pertama
30. | Auditor Inspektorat 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Kepegawaian Ahli
Pertama
31. | Auditor Ahli Inspektorat 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Pcrtama
32 Peneliti Ahli Pusat 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Pertama Penelitian,
Pengembangan
dan Infomasi
33. | Pengantar Kerja BP3TKI/LP3TKI 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Ahli Pertama
34. | Pengelola Biro Keuangan 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Pengadaan dan Umum
Barang/Jasa Ahli
Pertama
as Perancang Biro Hukum 1,140 5 750 2 125 2 125 2 T3 1
Peraturan dan Hubungan
Perundang - Masyarakat
Undangan Ahli
Pertama
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36. | Perencana Ahli Biro 8 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Pertama Ferencanaan
dan
Administrasi
Kerja sama
a7 Pranata Humas Biro Hukum a8 1,140 3 750 2 125 2 125 2 73 1
Ahli Pertama dan Hubungan
Masyarakat
38. | Pranata Pusat 8 1,140 5 750 2 125 2 125 2 75 1
Komputer Ahli Penelitian,
Pertama Pengembangan
dan Infomasi
39. | Koordinator P4TKI 1,140 S 750 2 125 2 125 2 75 1
40. | Pranata BP3TKI/LP3TKI T 890 3 750 1 25 1 a5 1 235 1
Komputer
Penyelia
41. | Analis Sub Bagian T 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1
Monitoring, Evaluasi dan
Ewvaluasi dan Pelaporan
Pelaporan
42 Analis Hukum Sub Bagian T 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1
Penyuluhan
dan Konsultasi
Hukum
43. | Analis Jabatan Sub Bagian T 890 5 T50 1 25 1 25 1 25 1
Analisis
Jabatan dan
Beban Kerja
44. | Analis Sub Bagian T 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1
Kelembagaan Kelembagaan
45, Analis Biro Organisasi T 890 3 750 1 25 1 25 1 23 1
Kepegawaian dan
Mahir Kepegawaian
46. | Analis Kerja Sub Bagian T 890 3 750 1 25 1 a5 1 235 1
Sama Administrasi
Kerjasama
Dalam Negeri/
Sub Bagian
Administrasi
Kerja sama
Dalam
Megerif Sub
Bagian
Administrasi
Kerja sama
Luar Negeri/
Sub Bagian
Kerjasama
Antar Lembaga
47 Analis Sub Bagian T 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1
Kctatalaksanaan | Tata Laksana
48. | Analis Kinerja Sub Bagian T 800 5 750 1 a5 1 as 1 25 1
Disiplin dan
Kesejahteraan
Pegawal
49 Analis Konsultasi | Sub Bagian T 890 5 750 1 25 1 a5 1 25 1
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Penempatan
Tenaga Kerja
Indonesia

Visa
Kerja/Seksi
Dokumen
Keimigrasian/
Seksi Dokumen
Keschatan dan
FPzikologi/ Seksi
Dokumen
Administrasi
Kependudukan
[ Seksi
Dokumen
Sertifikasi
Kompetensi dan
Dokumen,/
Scksi Dokumen

Penempatan

dan Bantuan Bantuan
Hukum Hulkum
30 Analis Pemetaan | Scksi Pemetaan T 890 3 T30 23 23 23
dan Harmonisasi | Potensi
Kompetensi Penawaran /
Tenaga Kerja Seksi Pemetaan
Indoncsia Potensi
Permintaan/
Seksi Analisis
Penawaran dan
Permintaan/
Seksi
Keterpaduan
Penawaran dan
permintaan /Se
ksi Harmonisasi
Pelatihan/
Secksi
Harmonisasi Uji
Kompetensi
31 Analis Peraturan | Sub bagian T 890 3 750 25 25 25
Perundang- Peraturan
undangan dan Perundang -
Rancangan Undangan
Pcraturan
Perundang-
undangan
32. | Analis Penegakan | Sub Bagian T 890 3 750 25 25 25
Integritas dan Disiplin dan
Disiplin SDM Kesejahteraan
Pegawai
53. | Analis Penelitian | Sub Bidang T 890 5 750 25 a5 25
dan Lithang
Pcngembangan | Pencmpatan
dan
Perlindungan
TKI/Sub Bidang
Litbang Kerja
sama dan
Promosi
54. | Analis Seksi Dokumen 7 890 3 750 25 25 a5
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Lainnya/Seksi
Penyiapan
Bahan dan
Disain
Sosialisasi/
Seksi
Pclaksanaan
Sosialisasi/
Seksi
Monitoring
Sosialisasi/
Seksi Evaluasi
Sosialisasi/
Secksi
Kelembagaan
Penempatan /
Seksi
Kelembagaan
Pendukung
Penempatan |
Seksi Kawasan
Asia Pasifik dan
Amerika/Seksi
Kawasan Timur
Tengah, Afrika
dan Eropa/
Seksi
Pembekalan
Akhir
Pemberangkatan
/Scksi Fasilitasi
Pembiayaan /

Seksi Fasilitasi
Perangkat
Kartu Tenaga
Kerja Luar
Negeri/ Seksi
Monitoring
Pclaksanaan
Kartu Tenaga
Kerja Luar
Negeri/ Seksi
Penempatan
Antar
Pemerintah /
Secksi
Penempatan
Pemerintah dan
Badan Hukum/
Scksi Kerja
sama Sektoral/
Seksi Kerja
sama Daerah/
Sckai
Pendataan/
Seksi

Pemberangkatan

[

890

-
W
-
o
=]
[~
o
b
w
W
o

Analis Sub Bagian
Pengembangan Peningkatan
SDM Kapasitas
Pegawai dan
Administrasi
Jabatan

Fungsional
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Analis
Perencanaan

Sub Bagian
Penyusunan
Program dan
Anggaran I/ Sub
Bagian
Penyusunan
Program dan
Anggaran 11/
Sub Bagian
Penyusunan
Program dan
Anggaran 11

w

=
W

w
=

Analis
Perencanaan

Sub Bagian

Perencanaan

SDM Aparatur

Kebutuhan dan
Karir Pegawai

890

w

)
o

Analis
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
Tenaga Kerja
Indonesia

Seksi
Pendaftaran
dan Informasi
Pengaduan
Kawasan Asia
Pasifik dan
Amerika /Seksi
Pendaftaran
dan Informasi
Pengaduan
Kawasan Timur

Tengah /Scksi

w

&
o

Analisis
Pengaduan
Kawasan Asia
Pasifik dan
Amerika /Seksi
Analisis
Pengaduan
Kawasan Timur
Tengah, Afrika
dan Eropa/
Seksi
Monitoring/
Seksi
Evaluasi/Seksi
Standardisasi
Sarana dan
Kerja sama
Lembaga
Perlindungan /
Scksi Litigasi
dan Non
Litigasi/ Seksi
Standardisasi
Sarana dan
Kerja sama
Lembaga
Perlindungan /
Scksi Litigasi
dan Non
Litigasi/ Seksi
Standardisasi
Sarana dan




-37-

2018, No. 301

Kerja sama
Lembaga
Perlindungan /
Seksi Litigasi
dan Non
Litigasi/ Seksi
Kerja sama
Lembaga
Keuangan dan
Remitansif
Scksi Kerja
sama Lembaga
Non Keuangan/
Secksi
Pendataan/Sek
si Kerja sama
Debarkasi/
Secksi
Fasilitasi/Seksi
Rehabilitasi/
Seksi
Pengamanan
Keberangkatan/
Seksi
Pengamanan
Kepulangan /
Seksi
Pengawasan
Keberangkatan/
Sckai
Pengawasan
Kepulangan /

Seksi
Penyidikan/
Secksi
Penindakan

Analis Promosi
dan Kerja sama
Luar Negeri

Seksi Kawasan
Asia Pasifik/
Scksi Kawasan
Amerika fSeksi
Kawasan Timur
Tengah / Seksi
Kawasan Afrika
dan Eropa/
Seksi
Monitoring/
Scksi Evaluasi/
Seksi Penyiapan
Naskah Kerja
sama/Scksi
Evaluasi Kerja
samaScksi
Penyiapan
Naskah Kerja
sama/Seksi
Evaluasi Kerja
samaScksi
Penyiapan
Naskah Kerja
sama/Scksi
Evaluasi Kerja
sama

890

w

)
o
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60. | Analis Publikasi Sub Bagian T 890 3 750 25 25 25
Publikasi,
Dokumentasi
dan
Perpustakaan
61. | Analis Sub Bagian T 890 5 750 25 25 25
Rancangan Perancangan
Naskah Naskah
Perjanjian Kerjasama
62 Analis Sistem Sub Bidang T 890 5 T50 25 a5 25
Informasi Pengembangan
Sistem
Informasi/ Sub
Bidang
Pemeliharaan
Sistem
Informasi
63. | Arsiparis Mahir BP3TKI/LP3TKI T 890 3 750 25 a5 25
/Biro Keuangan
dan Umum
64. | Bendahara Sub Bagian T 890 3 750 25 25 25
Tata Usaha
BP3TKI
65 Pejabat Penyidik | Seksi T 890 5 750 25 25 25
Pegawai Negeri Penyidikan/
Sipil (PPNS) Seksi
Penindakan
66. | Penclaah Sub Bagian T 890 3 750 25 a5 235
Perjanjian dan Dokumentasi
Informasi dan Informasi
Hukum Hulkum
67 Pengelola Seksi T 890 5 750 25 25 25
Kelembagaan Kelembagaan
dan dan
Pemasyarakatan | Pemasyarakatan
Program TKI Program/LP3TKI
68. | Pengelola Seksi Penyiapan T 890 5 T50 25 a5 25
Penempatan TKI | Penempatan/
LP3TKI /P4TKI
60. | Pengelola Seksi T 890 5 750 a5 as 25
Perlindungan Perlindungan
dan dan
Pemberdayaan Pemberdayaan /
TKI LP3TKI /P4TKI
T0. | Penyusun Berita | Sub Bagian T 890 5 750 25 a5 25
dan Pendapat Pendapat
Umum Umum dan
Pemberitaan
71. | Penyusun Sub Bagian T 890 5 750 25 25 25
Laporan Akuntansi,
Keuangan Pelaporan dan
Perbendaharaan
/Sub Bagian
Akuntansi,
Pelaporan dan
Perbendaharaan
1/ Sub Bagian
Akuntansi,
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Pelaporan dan
Perbendaharaan
11
T2 Penyusun Sub Bagian T 890 5 T50 25 a5 25
Naskah Rapat FProtokol
Pimpinan
73. | Penyusun Sub Bagian T 890 3 750 25 a5 235
Program Tata Usaha
Anggaran dan Perbantuan/
Pelaporan Sub Bagian
Tata Usaha
Biro/ Sub
Bagian Tata
Usaha Pusat
Litbang dan
Informasi/ Sub
Bagian Tata
Usaha
Inspektorat
T4, | Penyusun Sub Bagian T 890 5 750 25 a5 25
Rencana Rumah
Kebutuhan Tangga /Sub
Rumah Tangga Bagian
dan Perlengkapan
Perlengkapan
75 Penyusun Sub Bagian T 890 5 T50 25 a5 25
Rencana Pelaksana
Keuangan Anggaran
1/Subbag
Pelaksana
Anggaran 11
T6. | Penyusun Sub Bagian T 890 5 750 25 a5 25
Rencana Mutasi Mutasi dan
Informasi
Kepegawaian I/
Sub Bagian
Mutasi dan
Informasi
Kepegawaian 11
77 Pranata BP3TKI/LP3TKI T 890 3 750 25 a5 235
Komputer Mahir
T8. | Analis Biro Organisasi =] 690 4 550 25 25 25
Kepegawaian dan
Terampil Kepegawaian
T9. | Arsiparis BP3TKI/LP3TKI =] 690 4 550 25 25 25
Terampil /Biro Keuangan
dan Umum
80. | Pranata Laporan | Sub Bagian =] GO0 4 550 25 a5 25
Keuangan Tata Usaha
Biro/Sub
Bagian Tata
Usaha
Inspektorat /
Sub Bagian
Pusat
Penelitian,
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Pengembangan
dan Informasi/
Sub Bagian TU
Perbantuan I/

Sub Bagian TU
Perbantuan 11/
Sub Bagian TU
Perbantuan II1/
Sub Bagian TU
Perbantuan IV/
Sub Bagian TU
Perbantuan V

81. | Pengelola Sub Bagian 690 550 25 25 25
Dokumentasi Publikasi,
Dokumentasi
dan
Perpustakaan
az Pengelola Sub Bagian 690 550 25 a5 25
Dokumen dan Dokumentasi
Informasi dan Informasi
Hukum Hukum
83. | Pengelola P4TKI 690 250 25 a5 25
Ketatausahaan
84. | Pengelola Sub Bagian 690 550 25 a5 25
Penataan Sarana | Rumah Tangga/
dan Prasarana Sub Bagian
Perlengkapan
85. | Pengelola Sistem | Sub Bagian 690 350 25 25 25
Informasi Mutasi dan
Manajemen Informasi
Kepegawaian Pegawai I/ 8ub
Bagian Mutasi
dan Informasi
Pegawai I1
86. | Pcngolah Bahan Sub Bagian 690 350 25 a5 235
Laporan Hasil Tata Usaha
Audit Inspektorat
a7 Pcngolah Data Sub Bidang 690 550 25 25 25
Pengolahan
Data/Sub
Bidang
Penyajian
Data/Sub
Bagian Tata
Usaha
Inspecktorat
88. | Pengolah Data Sub Bagian 690 550 25 a5 25
Aplikasi dan Akuntansi,
Pengelolaan Data | Pelaporan dan
Sistern Keuangan | Perbendaharaan
I/Sub Bagian
Akuntansi,
Pelaporan dan
Perbendaharaan
1
89. | Verifikator Sub Bagian 690 550 25 a5 25
Keuangan Tata Usaha




41-

2018, No. 301

BP3TKI

0.

Pranata
Komputer

Terampil

BP3TKI/LP3TKI

690

w
o
=]

w
o

91

Pengadministrasi
Kepegawaian

Sub Bagian
Mutasi dan
Informasi
Pegawai [/Sub
Bagian Mutasi
dan Informasi
Pegawai
II/Subbag Tata
Usaha BPF3TKI

w

490

350

)
o

92

Pcngadministrasi
Umum

BP3TKI/
LP3TKI/ Sub
Bagian Tata
Usaha Biro/Sub
Bagian Pusat
Lithang dan
Informasif Sub
Bagian Tata
Usaha
Inspektorat /
Sub Bagian
Peningkatan
Kapasitas
Pegawai dan
Administrasi
Jabatan
Fungsional / Sub
Bagian

m

490

350

W
o

Kerjasama
Antar
Lembaga/Sub
Bagian
Pendapat
Umum dan
Pemberitaan

a0.

Petugas Protokol

Sub Bagian
Protokol / Kepala
Sub Bagian Tata
Usaha
Perbantuan
1/Kepala Sub
Bagian Tata
Usaha
Perbantuan

I /Kepala Sub
Bagian Tata
Usaha
Perbantuan
HI/Kepala Sub
Bagian Tata
Usaha
Perbantuan IV

w

490

350

)
o
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03
TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA.

PETA ] ABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA

BIRO PERENCANAAN DAN ADMINISTRAST KER] ASAMA

FETA ] ABATAN BIRO KEUANGAN DAN UMUM

] ] ]
— | co i = it =
e — | e 1 [rrve—— l
= 1 [ 1 — 1 [t v | t =
[——— [————= [ = —— [——1
—— I | [ 1] ==
= 1 | I . = |
[orrr——| = el [ W e — ———— ]
5 | I _— I TE | t |
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= 11 == 11
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PETA ] ABATAN BIRO HUKUM DAN HUMAS
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LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03
TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA.

PETA J ABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN KERJ A SAMA LUAR NEGERI DAN PROMOS1

PETA ] ABATAN DIREKTORAT KER] ASAMA LUAR NEGERI

PETA ] ABATAN DIREKTORAT PEMETAAN DAN HARMONISAS] KUALITAS TENAGA KER] A LUAR NEGERI 1

P At Pematasn dar Hermonisas Arats Pametann dan Harmonass
. T ' Kompatunu Tanags Kes 1 ' [keere-stmrm Tansga Karin 7 ]
[Kompatansi Tenags Kerm Indoness i A

I
[Kompatansi Tenags Kers Indoness

s e

www.peraturan.go.id
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PETA ] ABATAN DIREKTORAT PEMETAAN DAN HARMONISAST KUALITAS TENAGA KER] A LUAR NEGERI 11

aga Kerja Kepala Sub Direktorat Anallsiz dan Kelerpaduan Tenaga Tenaga
Luar Meger! Weria Luar Negerl Werja Luar Neger!
Kelas 12 Kelas 12 Ketas 12
Kepala Seks| Pemetaan Potens! Permintaan — Mepata Seks! Harmonisas! Petatihan
Metas 8 Kelas 3 Welas 8
Jsbatan W | Jabatan ws [ & Jsbatan ws | ®
| anaiis Pemetaan dan 1 Analls Pemetaan dan N ) natis Pemetaan dan 1.
Harmonisas! Kompetens! THI Harmanisas! Kompetensi THI Harmanisast Kompetens THI -
Mepala Seksl Pemetaan Potens! Fenawaran
Metas 8 Kelas 3 Kelas 8
Jabatan s | Jabatan ws | ® dabatan ms | ®
itz Pemetaan dan . Anailz Pemetaan dan B ) ainatiz Pemetaan dan .
Harmenisas! Kompetens! THI Hammanisas! Kompetens! THI Harmanisast Kompetens! THI -

PETA ] ABATAN DIREKTORAT FROMOS1

KEPALA

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
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LAMPIRAN V1
PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03
TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA.

PETA ] ABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENEMPATAN

PETA ] ABATAN DIREKTORAT SOSIALISAS] DAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN

PETA ] ABATAN DIREKTORAT KER] AS AMA DAN VERIFIKAST PENYIAPAN DOKUMEN

- s
b, wma b g
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PETA ] ABATAN DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PEMBERANGKATAN

PETA | ABATAN DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH

KEPALA
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03
TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA.

PETA J ABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PERLINDUNGAN
PETA ] ABATAN DIREKTORAT PELAYANAN PENGADUAN

PETA ] ABATAN DIREKTORAT MEDIAS] DAN ADVOKAST

[ dabamm — Twm [ w ]
T ——— N [oTrr——
Furmbartayumn T ’ : [Parmbiercayaan i1
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FPETA ] ABATAN DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN

1 Kelas 13 ]
1 1
Kepala Sub Direktorat Pengamanan | | Kepaia Sub Direkiorat Pengawazan ‘ ——l "“’:"' ]
[ Weias 12 | I Weias 12 ] [ Wedas 12 1

[Anatis Perinungan dan B X [snais Perindungan gan
Pemmberdayaan TH Pemberdayaan TRl

[snails Ferindungan dan
Pemberdayaan TH

[&nalis Ferindungan san
[Pemberdayaan Tr1

FPETA ] ABATAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN

KEPALA

BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

ttd
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KER.JA INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN MNASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN  BADAN

NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA.

PETA JABATAN PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI

[Farmi 4w bacyn 1
[Parmin v e [
[Parii & Zwrara n
[Provats o 44 bt 1
[Provats fomgum 44 ity [
[Provats omgum 44 Partaes 1

I

KEPALA

BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BADAN MNASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA
JABATAN DI LINGKUNGAN  BADAN

NASIONAL PENEMPATAN DAN
FPERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA.

PETA JABATAN INSPEEKTORAT

Ky :Kadns lnbatsn
K : Ksbutchsr, jumish bsbutuhan papewsi

KEPALA

BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID
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LAMPIRAN X
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PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03
TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA.
PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. PETA JABATAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) ACEH

Eﬁu.ﬂ EEY

2. PETA JABATAN BP3TKI MEDAN

WEFALA BPITHI MEDAN I

Helas 13 1

Pengantar Kerja Anl Muda

Fenganiar Kera Al Perama

Pranaia Komputer Penysia

Pranata Komputer Mahr

Pranata Komputer Terampi

[ rsipans Penyeia

[Avsipans Mo

[Arsipans Terampil

[Veritiator Kewangan

Pengadmins o

Pengadministras Lmum

| |
Tt
Kepala Seks! Pelinoungan aan Pempe raayaan Kepaia Seksl PENAapan Penempatan S L T
[ | [ el § I Eﬁ' |
Tabatan LiT
[Fengetaia Perinaungan dan [Fengetaia Keternbagaan dan 7
Femberdayaan TKI Fengelola Penempatan THI ’ Pemasyaraiatan Frogram THI 3
[FenGaaiSias urm £

Pengeica Peremgatan|
™I

Fengeida
Perincungan dan
Femberdayaan TKI

stustahian, ot ab kebuuhan pegaws
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3. PETA JABATAN BP3TKI PEKANBARU

(Pengedminstsiumam |
——uo|=——pg|==np

P —
e

4. PETA JABATAN BP3TKI TANJUNG PINANG

| KEPALABPITHI TANJUNG PINANG
[ Helas 13 1

[Fengeicia Penyiapan dan
[Fenempanan T Femazyarsman Program Tl
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alu|ajal|ala|e
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Fengeicia Ferindungan dan
Fembertayaan THI

Fengeiola Penempatan THI

T 4

LS —

K Ketutuhan, jusmish ksbutunen pegawal

PETA JABATAN BP3TKI PALEMBANG

Pengadministras) urmum

o |~|ala

o | [ [ [

Pengeiola
|[Pemberdayaan TKI

4 Ketan dabatan
.

Kabutuhan, jumish kebutihan pegemal
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7. PETA JABATAN BP3TKI LAMPUNG

ala]a]s ]2+ [aln

i
;
:
|

|
i

Pengeioia Kelembagaan dan
Fengeioia Penempatan THI T 3 Pemasyarakatan Program THI

[Fengacministrasi Umum E] 1

Kin - Kndan Jnbatan
K :Kasbutuhan, jumiahksbutahan pegawal

8. PETA JABATAN BP3TKI PONTIANAK

o 7| 2| |[Pewuncna 7| 8| 2 - A

P —
[E =y —
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9. PETA JABATAN BP3TKI NUNUKAN
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alalaf

o fro [

10. PETA JABATAN BP3TKI BANJAR BARU

o |<jolo|~|o|a|e

o | [ o] ||

[Pengeiom Kelembagaan dan
[Pernasyarakatan Program TKI

|
§

i Katas dasatan

K Keotuhan, jomiah kasctanan segawal
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11. PETA JABATAN BP3TKI SERANG

= o

i
&
:
%
é
i

e

Errrre— -

[ ——
K Katutunan, jusian ket pepres

12. PETA JABATAN BP3TKI BANDUNG

[Panguicts Parmesatan i | 7 2 | [pewmaream H 2 [P e |2
[Purntrt s 751 iz’

€ G e

1 Gt amab stenten seprm
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13. PETA JABATAN BP3TKI JAKARTA

KEPALABP3TKI JAKARTA

Pengantar Kerja Ahii Pertama
Pranata Komputer Penyelia

Pranata Komputer Mahir

Pranata Komputer Terampid

] |

|Pengadministrasi Umum

|| o[ ]| = [ 0] 2]

|~ @ ||~ oo |eo] of

[Pengeicla Perlindungan dan [Pengekola Kelembagaan dan
[Pemberdayaan TKI 7 8 [Pengelola Penempatan TKI 7 4 [Pemasyarakatan Program TKI 7 7

s - Kedas Jabatan
K :Kebutuhan, jumish kebutuhan pegawai

14. PETA JABATAN BP3TKI SEMARANG

O Kean aburar
L
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15. PETA JABATAN BP3TKI YOGYAKARTA

[Pengantar Kerja At Muda
[Pengantar Kerja Ard Pertama
[Pranata Komputer Peryetta

[Pranata Komputer Teramot
[Arsipans Penyetla
[Arsipars Mahir

[arsmans Teramon

alvlala|v|a|ale

s - Kt dabatan
K Kebutuhan, jumiah bebutihan pegswsl

16. PETA JABATAN BP3TKI MATARAM

a|~|o|af|alale|s

7
[]
3
E]

1
E}
1
a

| i
:mpm_‘ : : Pengeicia Ketembagaan dan
7 a Fengeiota Penemaatan THI 7 7 7 4
Pemberdayaan THI Pemas yarasatan Program THI
| L= 1 1]

Kn i
K : Kebutusan, jsmias bebtshan pegawal
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17. PETA JABATAN BP3TKI DENPASAR

[Pengadministrasi umum 5 3

0 Ketas fabatan
£ Kemwtuhan, jumtah kebutuhan pegawal

18. PETA JABATAN BP3TKI MANADO

[Pengantar Kers Al Muda [] 2
Pengantar Kerja Ail Pertama [ 3

Penyeia [] 1
Pranata Komputer Mahir 7 [l

Teramph [ [
|Arsipars Penyeta [] 1
[Arsipars mehir 7 1
[arsaris Teramps [ 3

alofolv
[ [ro]

[Perpaammisirast tmom

[Pengelola Kelembagaan dan
|Pernas yarakatan Program TKI

[ | I O |

Kix Katas labatan
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19. PETA JABATAN BP3TKI MAKASAR
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Pengantar Kera Ahll Muda

Fenganiar Kerja Al Perlama
Pranata Komputer Penyeia
Pranata Kompuier Mshic
Pranata Komputer Terampd

| Arsipanis Penyela B 1
[Arsaparis Manir T 1 7 1
| arsspanis Terampd [ 1 [Verfkaior Keuangan 8 2
5 1
Umum 3 3
[
i

Pengeiola Pesfindungan dan
Femberdayaan THI

Pengelola Penempatan THI

[Fengeioia Kelembagaan dan
Femas yarakatan Program TkI

Pengacministras! umusm

Eln: Ketan labatan
E - Esbutuhan, jusiah ksbutuhan pegawat

20. PETA JABATAN BP3TKI KUPANG

3 [ |
Forartar Foorn A Pories 5
o T
=] v [Berviarura T 1
[Frmrin Pormraie 2 [ o e = | =
[y 1 e — N
rp— El i = =
I 1
et
Ty i et @ 1
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22. PETA JABATAN LP3TKI KENDARI

PETA JABATAN LP3TKI SURABAYA
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Pargnin .
Kecom ariaan
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]
[Pargetta Permmpeten [ i 3 | [poss== 2
e 3 | [Pentrgman | 7 | 3 | [Faae o |2
(E—— R

[rer—
K btk etah temsunan g

KEPALALPITKI KENDARI |
Kelas 10 |
Jabatan Tertentu
Jabatan Kis | K
Pengantar Kesga Ahli Muda Kepala Us ih
Pengantar Keqa Ahli Pertama | Tatall
Pranata r Penyslia | Kelas 8 |
Pranata Komguter Mehir
Pranata r Terampil 3}
Arsiparis Penyslia | Jabatan Kis | K |
| Arsiparis Mahir T Bendahara T
| Arsiparis Terampil 3} Veriikator Kei 3}
; — 5
[
[Pengadminisirasi Umum Bl
Jabatan Jabatan Kis Jabatan Kis
. Pengelola Kelembagaan
Pengelola Pengedola Perlindungan 7 dan Pemasyarakatan 7
Penempatan TK] dan Pemberdayaan TKI Program TKI

Kl - Kelns Iabatan

K :Kebubuhan, jumlah kebtuhan pesawai
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23. PETA JABATAN LP3TKI PALU

R —— L ——
o | ' Perguioin Perarmoatan TxI 7 ' e H '
X Kt sabatan
K Katutinan,Jurd ah ket an pogawal
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TENAGA KERJA INDONESIA
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